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Abstraks 

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan 
hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, 
potensi dan keanekaragaman daerah, Daerah memiliki kewenangan 
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan 
peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan perubahan konstitusi 
dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan 
kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur 
kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang 
berupa Badan Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan 
kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), 
penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-
prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai 
instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun 
secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah 
Daerah. 
 
Kata Kunci : Alat Kelengkapan Dewan; Komisi, Badan Musyawarah, 

Badan Legislasi,  

 

 

A. PENDAHULUAN 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu 

melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 
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dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 

dalam sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan 

hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, 

potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang 

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula 

peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan 

perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya 

disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 

daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.  

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 

urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki 

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, 

peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang 

nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip 

bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan 

tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi 

untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan 

daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak 

selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan 

otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam 
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penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah 

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian 

utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan 

otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 

tumbuh dalam masyarakat. 

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap 

oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 

representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagan pemerintahan 

daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan 

sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan 

fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi 

penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan. 

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya 

merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat 

kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga 

pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya 

tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat 

kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna 

bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra 

sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi 

daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga 

itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung 

(sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam 

melaksanakan fungsi masing-masing. 

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan 

secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang 

mengurangi fungsi dan kewenangan Dewan. Sebagai contoh, masih 

banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari 

pemerintah daerah, bukan dari DPRD.  



 4 

Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa ”DPRD 

memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah”. Ini artinya bahwa 

“leading sector” pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. 

Belum lagi yang berkaitan dengan “bargaining posisition” dalam pembahasan 

APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda 

APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat 

pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji 

substansi dari draft tersebut.  

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang 

dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran 

yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi 

anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. 

Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul ‟rumor‟ bahwa DPRD hanya 

sebagai ’rubber stamp’ yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal 

ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan 

yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang 

berkaitan dengan : 

a) Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak 

termasuk anggota DPRD; 

b) Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan 

DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari 

pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan); 

c) Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi 

dalam struktur kelembagaan Dewan;  

d) Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll. 

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk 

berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan 

DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan 

konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan 

fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan 
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struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan 

yang berupa Badan Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan 

kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), 

penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-

prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai 

instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun 

secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah 

Daerah. 

 

B.    PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian tersebut diatas diperoleh permasalahan : 

Bagaimana peran alat kelengkapan Dewan dan penguatan fungsi 

legislasi DPRD ? 

  

C. PEMBAHASAN 

Dalam upaya mendorong dan mengakselerasi ke arah penguatan 

fungsi dan kinerja Dewan (khususnya dalam bidang legislasi), peran alat-

alat kelengkapan Dewan dalam hal ini salah satunya adalah Badan 

Musayawarah (Banmus) sangatlah diperlukan. Jika kita merujuk pada 

ketentuan Pasal 46 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. 

Pasal 43 PP No. 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib 

DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, panitia 

musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan 

lain yang diperlukan (setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 27 

tahun 2009 kata “Panitia” di ganti kata “ Badan”). Jika dikaitkan dengan 

fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara 

langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secara langsung antara lain 

adalah komisi, Badan Musyawarah dan adanya kemungkinan alat 

kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangani masalah legislasi, 

misalnya Badan Legislasi. Dibawah ini akan disampaikan tugas-tugas alat-

alat kelengkapan dewan tersebut yang terkait dengan fungsi legislasi. 
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1. Komisi 

Jika kita mengacu pada fungsi dewan, ada 3 hal yang melekat 

padanya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 

Fungsi-fungsi tersebut secara inhern melekat pada tugas komisi selain 

alat kelengkapan dewan yang lain. Pasal 96 Undang-undang nomor 27 

tahun 2009 mengamanatkan bahwa Tugas komisi dalam pembentukan 

undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, 

pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undangundang. 

komisi dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan 

membahas rancangan peraturan daerah bersama dengan pemerintah 

daerah, baik terhadap rancangan Perda usul inisiatif Dewan maupun usul 

inisiatif Pemerintah Daerah. Jika rancangan Perda tersebut merupakan 

usul inisiatif dewan (komisi), maka tugas yang dapat dilakukan adalah 

mulai dari persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan 

rancangan Perda, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.  

Ketentuan lebih rinci yang terkait dengan tugas dan kewenangan ini 

biasanya diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan. Untuk menunjang 

perancangan dan pembahasan Perda tersebut, komisi dapat melakukan 

kunjungan kerja dalam rangka mencari dan menjaring aspirasi masyarakat 

yang terkait dengan substansi materi rancangan Perda yang akan 

dibahas. Selain itu Komisi juga dapat melakukan rapat kerja dan dengar 

pendapat untuk melakukan pengayaan materi terhadap Rancangan Perda 

yang dibahas. Selajutnya dilakukan pembahasan bersama pemerintah 

daerah (dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota) untuk 

mendapatkan persetujuan bersama. 

Dalam fungsi anggaran, komisi mempunyai tugas : 

a) mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan 

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan 

Pemerintah; 
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b) mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan 

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan 

Pemerintah; 

c) membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, 

program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra 

kerja komisi; 

d) mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan 

pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang 

berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; 

e) menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan 

Anggaran untuk sinkronisasi; 

f)  menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan 

penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; 

dan 

g) menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan 

komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir 

penetapan APBN. 

Dalam fungsi pengawasan, komisi mempunyai tugas : 

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 

termasuk APBN, serta peraturan  pelaksanaannya yang termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya; 

b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang 

berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; 

c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan 

d. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. 

 

2. Badan Musyawarah 
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Berdasarkan ketentuan pasal  87 Undang-undang nomor 27 tahun 

2009 Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang 

bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan 

keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan 

setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran 

dan Fraksi. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi 

berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak 

lebih dari setengah jumlah anggota DPRD (untuk DPR RI sebanyak-

banyaknya sepersepuluh dari jumlah anggota). Ketua dan Wakil Ketua 

DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah 

merangkap anggota. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah 

ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya 

adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota. 

Badan Musyawarah dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 27 tahun 

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah mempunyai tugas : 

a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) 

masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, 

perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu 

penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi 

kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; 

b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan 

garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan 

wewenang DPR; 

c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat 

kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan 

keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-

masing; 
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d. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal 

undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya 

melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR; 

e. menentukan penanganan suatu rancangan undangundang atau 

pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR; 

f.  mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, 

ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah 

dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan 

g.  melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna 

kepada Badan Musyawarah. 

Berkaitan dengan tugas menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat 

DPRD, Badan Musyawarah menetapkan acara DPRD untuk satu masa 

sidang atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu 

penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian suatu 

Rancangan Perda dan penentuan besarnya quota Rancangan Perda yang 

dibahas oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dengan tidak 

mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya. 

menurut ketentuan Pasal 47 PP 25/2004, Panitia Musyawarah 

mempunyai tugas : 

a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja 

DPR, baik diminta maupun tidak diminta; 

b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD; 

c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul 

perbedaan pendapat; 

d. memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan; 

e. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus. 

Melihat pentingnya posisi Badan Musyawarah dalam kelembagaan 

dewan, seharusnya tugas Panitia Musyawarah tidak hanya „terpathok‟ 

pada apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 47 PP No. 25/2004 di atas. 

Ada tugas-tugas lain yang masih relevan dan substansi terkait dengan 

kewenangan Badan Musyawarah. Tugas-tugas dimaksud antara lain : 
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a. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam 

menentukan garis kebijakan yang menyangkut 

pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 

b. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat 

kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan 

keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut 

pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut; 

c. mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal peraturan 

perundang-undangan (Perda) menetapkan bahwa 

Pemerintah Daerah atau pihak lainnya diharuskan untuk 

melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD 

mengenai suatu masalah; 

d. menentukan penanganan suatu Rancangan Perda atau 

pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan 

DPRD. Namun Panitia Musyawarah tidak boleh mengubah 

keputusan atas suatu Rancangan Perda atau pelaksanaan 

tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPRD;  

e. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna 

diserahkan kepada Panitia Musyawarah.  

Berkaitan dengan tugas-tugas di atas, setiap anggota Badan 

Musyawarah wajib mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum 

mengikuti rapat Panitia Musyawarah dan menyampaikan pokok-pokok 

hasil rapat Panitia Musyawarah kepada fraksi. 

 

3. Badan Legislasi 

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan 

DPR yang bersifat tetap. Pada awal tulisan ini telah disinggung adanya 

beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan (khususnya dalam 

proses legislasi) antara pemerintah daerah dengan DPRD, yang 

mengakibatkan belum optimalnya fungsi legislasi di DPRD, yaitu salah 

satunya adalah belum secara keseluruhan DPRD-DPRD mempunyai alat 
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kelengkapan Badan Legislasi. Keberadaan alat kelengkapan ini di dalam 

DPRD secara normatif memang masih lemah.  

Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 43 

ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, tidak menyebut secara tegas 

Panitia Legislasi sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, namun yang 

disebut alat kelengkapan DPRD adalah “pimpinan, komisi, panitia 

musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan 

lain yang diperlukan”.  

Poin yang terakhir inilah sebagai „pintu masuk‟ dibentuknya alat 

kelengkapan Panitia Legislasi, sehingga tidak dianggap sebagai alat 

kelengkapan yang bersifat tetap. Untuk itu, jika ada komitmen dan 

keinginan yang kuat dalam upaya meningkatkan optimalisasi dalam fungsi 

legislasi, alat kelengkapan Panitia Legislasi di DPRD hendaknya 

dipersamakan dengan alat-alat kelengkapan DPRD lainnya yang telah 

ada dan ditetapkan keberadaannya bersifat tetap. 

Alat kelengkapan ini dipandang perlu jika ada komitmen untuk 

melakukan penguatan fungsi legislasi di DPRD. Tugas-tugas yang dapat 

dilaksanakan oleh alat kelengkapan ini adalah : 

a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang 

memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-

undang beserta alasannya untuk 1 (satu) masa 

keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di 

lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan 

dari DPD; 

b. mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional 

antara DPR dan Pemerintah; 

c. menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR 

berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; 
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d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang 

diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD 

sebelum rancangan undang-undang tersebut 

disampaikan kepada pimpinan DPR; 

e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-

undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan 

komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-

undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-

undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional; 

f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau 

penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara 

khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah; 

g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi 

terhadap pembahasan materi muatan rancangan 

undang-undang melalui koordinasi dengan komisi 

dan/atau panitia khusus; 

h. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas 

rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan 

oleh Badan Musyawarah; dan 

i. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di 

bidang perundang-undangan pada akhir masa 

keanggotaan keanggotaan DPR untuk dapat digunakan 

oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan 

berikutnya. 

dengan diundangkannya undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peran 

legislasi daerah mulai diperkuat dengan memasukan Badan legislasi 

sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan dengan tugas sebagaimana 

tercantum dalam 102 ayat 1. 
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B. KESIMPULAN 

Pada pemaparan di atas, dapat diambil „benang merah‟ untuk 

mengurai optimalisasi kinerja Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, 

anggaran dan pengawasan. Di satu sisi ada faktor yang mempengaruhi 

kebelum-optimalan kinerja dewan, namun disisi yang lain ada potensi dan 

peluang yang dapat digali dan dimanfaatkan. Seperti halnya kebutuhan 

akan alat kelengkapan Badan Legislasi di DPRD. Alat kelengkapan ini 

belum secara keseluruhan dimiliki/dibentuk oleh DPRD-DPRD. 

Keberadaan alat kelengkapan ini di dalam DPRD secara normatif memang 

masih lemahhttp://baleg.wordpress.com/2008/01/18/peran-alat-kelengkapan/ - 

_ftn2. Padahal secara substantif fungsi alat kelengkapan ini sangat 

penting terkait dengan penguatan fungsi legislasi di daerah (DPRD).   

Dengan adanya alat kelengkapan Dewan dan penguatan terhadap 

fungsi legislasi dengan dipertegas kedudukan badan legislasi di dewan, 

anggota Dewan di daerah tetap terus mendorong dan memperkuat dan 

memaksimalkan alat kelengkapan ini untuk mengoptimalkan fungsi 

legislasi di DPRD. Harapan ke depan seiring dengan perubahan regulasi 

dan kebutuhan penguatan legislasi daerah, alat kelengkapan ini dapat 

dibentuk disemua DPRD. 

Selain pembentukan alat kelengkapan Badan Legislasi di DPRD-

DPRD, dalam upaya penguatan fungsi legislasi DPRD sebagaimana 

tersebut di atas, harus pula didukung adanya pendanaan/anggaran yang 

cukup. Proses legislasi tidak hanya sekedar pembahasan dan 

pengesahan suatu RAPERDA tetapi dimulai dari perencanaan, persiapan, 

penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan dan 

penyebarluasan. Kesemua proses tersebut memerlukan anggaran. Jika 

secara regulatif DPRD di beri fungsi dan wewenang untuk melakukan 

inisiasi legislasi, maka kesemua proses tersebut harus dilakukan dan juga 

harus didukung dan disertai dengan anggaran yang cukup.  

http://baleg.wordpress.com/2008/01/18/peran-alat-kelengkapan/#_ftn2
http://baleg.wordpress.com/2008/01/18/peran-alat-kelengkapan/#_ftn2
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Selain kedua hal di atas, dalam upaya penguatan fungsi legislasi 

DPRD, perlu dipikirkan adanya dukungan staf ahli yang memadai yang 

nantinya akan membantu kinerja Dewan khususnya dalam proses 

legislasi. 
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